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PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA UTARA,

a. bahwa Retribusi Perizinan Tertentu termasuk jenis

Retribusi Daerah dan merupakan salah satu sumber
Pendapatan Asli Daerah yang cukup potensial guna
membiavai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan publik, sehingga proses

pemungutan yang akan membebani masyarakat, perlu

mempervleh legitimasi formal dalam bentuk Peraturan
Déerah:

. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menggantikan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun
2000 mengisyaratkan perlu adanya pembaharuan
terhadap perangkat aturan daerah yang mengatur tentang
Retribusi Perizinan Tertentu;

bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaban Daerah
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Talun 2008, yuncto Pasal 156
ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menegaskan bahwa
Retribusi Daerah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan
Daeraly;

bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf ¢, maka perlu
memben:k Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan
Tertentx,

Undang-Usnidang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Dolkok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesis Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Respublik Indonesia Nomor 2013);
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Undang-Undang Nomor 8 Touhun 7981 tentang riuxkum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelengg~raan Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang

pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat {Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3896 );

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247);

. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera  Selatan, Kabupaten Kepulauan 3ula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan,
Provinsi Maluku Utara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4287);

. Undang-Undang Nomor 1- Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

. Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara { Lembaran Negara -Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (lLembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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15.
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.Undang-Undang  Nomcr 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan. {euangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5023);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 139, Tambahan Lembaran Iiegara Republik
Indonesia Nomor 5058);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234};

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan  Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Keta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4 /37});
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Peraturan Pemerintah Nomor 39 ‘Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negars
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor S3, Tamnbaharn
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembar..n Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 474 1});

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161});

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Halmahera Utara Nomor : 7/KPTS/DPRD-HALUT/2013
tentang Persetujuan Pengesahan Peraturan DPDaerah
Retribusi Perizinan Tertentu.

Dengan Persetujuan Bersama

UEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

dan

BUPATI HALMAHERA UTARA
MEMUTUSKAN:

{ MENETAPKAN : RANCANGAN . PERATURAN: DAERAH k TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Utara

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Utara

Bupati adalah Bupati Halmahera Utara

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD,
aqnalal} lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
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Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi
Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
gatuan Kerja Perangkal Daerah yang selanjutnva disingkat SKPD adalzh
pPerangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara
Unit Kerja adalah perangkat pemerintah daerah yang mempuryai pos
anggarar tersendiri pada APBD yang terdiri dari. Sekretariat Daerail.
gekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah,
Badan/Lembaga Lainya dan Kantor. '
Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk
oleh DPRD Kabupaten Halmahera Utara dengan persetujuan bersama
Bupati. :

Perafuran Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.

_Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan. o

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas. perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha miiix negara (BUMN), atau badan
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan:
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasl
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tezap.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas Pemberian
Izin oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada orang pribadi atau
Badan untuk mendirikan atau membongkar suatu bangunan dan
termasuk dalam pengertian mendirikar: bangunan adalah mengubah dan
merobohkan atau membangun bangunan.

Penelitian Administrasi dan .. Tekris adalah penelitan tentang
kelengkapan lampiran persyaratan sedap permohonan 1zin mendirikal_l
Bangunan (IMB), meliputi : gambar bestek, gambar konstruksi,
perhitungan konstruksi, arsitektur, bangunan utilitas, data penyelidikan
tanah/sondir, mutu bahan bangunan yang digunakan, Koefisien Dasar
Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Sangunan (KLB), Koefisien Tapak
Bersemen (KTB), Koefisien Daerah Hijama (KDH) dan Syarat Zoning.

Pemetaan Bangunan adalah pemetaan bangunan dalam Peta
Rencana Teknik Ruang Kota (RTRxj, wmemberi nama jalan dan
menyiapkan / memberikan nomor barzunan sesuai dengan peta kendali.
Tanda Uji adalah Tanda Bukti telah dilakukan pengujian keseluruhan
secara administrasi dan teknis ¥zng diwujudkan dalam bentuk
Penetapan Nomor Bangunan, Plat Izic Bangunan dan Surat Tanda Buktl
Kepemilikan Bangunan (STBKB).

M starbEo ATy e AT T LT = - Wmmmm{é@??ﬁ
E 72 T A e A R e A B T T i e e A e
—

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMA UTARA 2014 - 5



| 23.
124.
25.
26.

27.

28.

Pengawasan dan Pengendalian adalah pengawasan struktur dan

'pengendalia_n penggunaan bangunan utilitas termasuk saran teknis

pembongkaran / merobohkan bangunan.

. Pengukuran Sempadan adalah pengukuran rencana bangunan terhadap

garis sempadan pagar/bangunan yang ditetapkan.

. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya

disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin oleh
pemerintah daerah kepada orang Pribadi atau Badan untuk melakukan
penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas pemberian izin

gangguan yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan di lokasi

. tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak

termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah
Pusat dan atau Pemerintah Daerah. ‘

. Surat Izin Gangguan adalah naskah dinas yang berisi pembenan ijin

gangguan epada orang pribadi atau Badan.

. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya

disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu atau
kegiatan yang direncanakan, pada lingkungan hidup yang diperiukan
bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan
atau kegiatan.

Analisis Dampak Lingkungan Hidup adalah telaahan secara cermat dan
mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan
atau kegiatan.

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL
adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap
lngkungan hidup yang timbul akibat dari usaha dan atau kegiatan.

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup adalah upaya pemantauan
somponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting
akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.

Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin pé.da orang
pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada
suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan
orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan
tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan

. yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk
pernungut atau pemotong retribusi-perizinan tertentu.
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. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
* patas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
;:;'pcrizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

0' surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD,

“adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah

. dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan

cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh

¥ Bupati.

*31; Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah

pokok retribusi yang terutang.

.32, Qurat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, y~ng selanjutnya

disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retrib st yang menentukan

jumlah kelebihan pembayaran retribusi kerena jumlah kredit retribusi
lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak
terhutang.

33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD,
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif
dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan

5 retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan

retribusi daerah. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

“daerah dan retribusi adalah serangkaiar. tindakan yang dilakukan oleh

penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti

itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan
retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

: BAB II
JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

a. Retribusi [zin Mendirikan Bangunan;

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
c. Retribusi Izin Gangguan; dan

d. Retribusi Izin Trayek.
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BAB II
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

i,

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Pasal 4

£ (1) Objek Retribusi IMB meliputi pemberian izin yang terdiri dari:

¥  a. pembangunan bangunan baru; dan/atau

®  b. rehabilitasi/renovasi bangunan.

¥ (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1} meliputi kegiatan

# peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya

dengan berpedoman pada rencana teknis bangunan dan rencana tata

ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB),

Koefisien - Lantai Bangunan (KLB}, Koefisien Daerah Hijau (KDH),

Koefisien Tapak Bersemen (KTB) dan pengawasan penggunaan bangunan

‘ yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan

- bagi yang menempati bangunan tersebut.

(3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah
Daerah dan Sarana keagamaan.

)

L]

Pasal 5

(1} Subjek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh
izin mendirikan bangunan gedung atau bangunan bukan gedung.

(2) Wajib Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan vang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi IMB, termasuk pemungut atau
pemotong Retribusi IMB.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

{1) Komponen biaya perhitungan retribusi IMB meliputi kegiatan

a. peninjauan desain atau gambar ; dan
b.pemantauan pelaksanaan pembangunan.

=
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}:(” Tingkat penggunaan jasa IMB dihitung berdasarkan fungsi, klasifikasi,

dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana
hangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam
proses perizinan dengan cakupan kegiatan pengecekan, pengukuran
Jokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan bangunan gedung
dan bangunan bukan gedung serta prasarananya. : -

~ Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

#(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi IMB didasarkan

pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya
penyelenggaraan pemberian IMB.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah:
a. pembiayaan administrasi IMB meliputi :
1) pemecahan dokumen IMB;
2) pembuatan duplikat/fotokopi dokumen IMB yang dilegalisasikan
sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak;
3) pemutakhiran  data atas pemohon pemilik bangunan gedung;
dan/atau;
4) perubahan nonteknis lainnya.

b. penyediaan formulir permohonan IMB;

c. pembiayaan operasional jasa pelayanan peninjauan desain dan
pemantauan pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan
rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap

. memperhatikan KDB, KLB, KKB, KDH, KTB; dan

d. pembiayaan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi
pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagl yang
menempati bangunan tersebut

{ (3) Jenis bangunan yang diberikan IMB meliputi :

a. bangunan gedung;dan
b. bangunan bukan gedung; :
(4) Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan
a. pembangunan baru;dan
b. rehabilitasi/renovasi

§{5) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a)

dikelompokkan menurut fungsinya yaitu bangunan untuk :
a. hunian;

b. keagamaan;

€. usaha;

d. sosial dan budaya; dan

e. ganda/campuran.

(6) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas
bangunan gedung hunian rumah dnggal sederhana dan rumah tinggal
tidak sederhana.
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) fFungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurui b terai:
| atas masjid/mushola, gereja, vihara, klenteng. pura, dan bangui
. pelengkap keagamaan.

Fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hurul ¢ terduri atas
‘perkantoran komersial, pasar modern, ruko, rukan, mal/supcrmarket,
“hotel, restoran, dan lain-lain sejenisnya. .
g) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana din.aksud pada ayat (5) huruf d
" terdiri atas bangunan olahraga, bangunan pemakaman, bangunan
© Lesenian/kebudayaan, bangunan  pasar wradisional, bangunan
terminal/halte bus, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, kantor

8)

" sejenisnya.

fig:'o')e:;:.:}'«‘ungsi ganda/campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e
ifl . terdiri atas hotel, apartemen, mal/shopping center, sport hall, dan/atau

# hiburan. |
i11) Bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri atas:

a. pelataran parkir, arena balapan, lapangan tenis, lapangan basket,
japangan sepakbola, lapangan futsal, voli;

b. pondasi tangki;

¢. tempat cucian kendaraan;

d. jembatan penyeberangan orang, jembatan jalar. perumahan;

e. penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu
listrik, gardu telepon, menara, tiang listrik/telepon;

f. kolam renang, kolam ikan air deras, kolam air tawar; dan

g. gapura, patung, bangunan reklame dan monumen.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

#1) Struktur dan besarnya tarif IMB penghitungannya berdasarkan jenis :

a. bangunan gedung, ditetapkan sebagai perkalian indeks tingkat
penggunaan jasa atas pemberian layanan perizinan terhadap harga
satuan (tarif dasar} retribusi IMB; dan

b. bangunan bukan gedung dihitung dengan terlebih dahulu menetapkan
g standar untuk setiap jenis prasarana bangunan bukan gedung sebagai
: tarif dasar;

#2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dihitung sebagai perkalian persatuan luas lantai bangunan-bangunan

: gedung (M2) terhadap indeks terintegrasi.

(3) Nilai besarnya retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diperoleh dengan cara penghitungan yang dirumuskan sebagai
perkalian unsur-unsur terukur yaitu perkalian besaran satuan
volume/luas kegiatan dikalikan indeks terintegrasi, dikali indeks
pembangunan, dikalikan harga satuan (tarif dasar) retribusi.
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fi--m-, rRumus penghitungan besarnya retribusi [MI13 - sebagaimana dimaksud
A pada ayatl {(3), dan ayat (4) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran
| merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

..r'll

Pasal 9

N Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB sebagaimana dimaksud

" dalam Pasal 7 dan Pasal 8, meliputi :

‘ a. indeks kegiatan;

b. indeks luas lantai bangunan; dan

¢. indeks tingkat bangunan.

Y- Indeks kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

"’ a. indeks pembangunan bangunan gedung ; dan

. . b.indeks rehabilitasi/renovasi bangunan gedung.

(3) Tabel indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
‘ sebagaimana tercantum pada Lampiran | yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1) Harga satuan (tarif dasar) retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam
y Pasal 8 ditetapkan dengan ketentuan:

a. untuk bangunan gedung hanya 1 (satu) tarif dasar; dan _

b. untuk bangunan bukan gedung ditetapkan tarif dasar untuk setiap
i jenis bangunan.

(2) Harga satuan (tari{ dasar) retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada
: ayat (1), tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

41

BAB IV
1 RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN
: MINUMAN BERALKOHOL
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan
Penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
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Pasal 12

E:b.]ek Retribusi Izin Tempat Perjualan Minuman Roralkohol  colsinh
hemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu
i cmpat tertentu

Pasal 13

) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah
orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tempat penjualan
minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.

2) 'Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang
pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin tempat penjualan
minuman beralkohol.

-3

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

;,{1‘ ingkat penggunaan jasa Izin Terupat Penjualan Minuman Beralkohol dlukur
berdasarkan lokasi/tempat penjualan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 15

i(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi/lzin Tempat
Penjualan Minuman Beralkohol menutup sebagian atau seluruh biaya
penyelenggaraan pemberian izin Tcmpat Penjualan Minuman Beralkohol.

(2) Biaya peny.lenggaraan pemberian izin sebagaiman dimaksud pada ayat
(1) meliputi penerbitan  dokumen izin, pengawasan di lapangan, dan
penegakan hukum dalam rangka pengedalian peredaran/penjualan
minuman beralkohol.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif izin tempat penjualan minuman beralkohol,
ditetapkan seba_aimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan ini yang
mMerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.




Wi

i fpemberian izin gangguan.

BAB V
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 17

i F Dengan Nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan

Pasal 18

| (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat
b~ usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat
menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk
pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus
untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau
kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi
'#  norma keselamatan dan kesehatan kerja.

£ (2) Tidak termasuk objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud
3 pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh
Pemerintah atau Pemerintahi Daerah.

Pasal 19

k(1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau
; Badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.

i (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong
b | retribusi izin gangguan.

- Bagian Kedua
4 Cara Mengukgr Tingkat Penggunaan Jasa

l;asal 20

1 Tingkat Penggunaan Jasa Izin Gangguan diukur atau dihitung berdasarkan
4 atas :

H a. Luas tempat usaha; dan

¢ b. Indeks Lokasi.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 21

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Izin Gangguan
didasarkan pada .tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya
penyelenggaraan pemberian Izin Gangguan
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.‘j;_f[f,g} Biaye penyelenggaraan pembericn lzin Gangguan scbagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan,
poitcgakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dimi
pem berian lzin Gangguan tersebut.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

"':""_(1) Retribusi Terutang dihitung berdasarkan perkalian antara Luas Tempat

Usaha, Indeks Lokasi dan Tarif Retribusi sesuai golongan luas tempat
usaha.

(2) Indeks Lokasi dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan, dltetapkan
sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Peraturan ini yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V1
RETRIBUSI 1ZIN TRAYEK

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Reti.busi

Pasal 23

# Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas Pemberian Izin
3 Trayek oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau
Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada
suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 25

(1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan
yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong
Retribusi Izin Trayek.
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Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasz

Pasal 26

ingkat Penggunaan Jasa Izin Trayck diukur/dihitug: boriosarkon e

klasifikasi;
1. . jenis angkutan; dan

e S o o e, Pt e e 4 et € £ regebinga g ot L.
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daya angkut.

Bagian Ketfga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 27

didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya
_ penyelenggara pemberian Izin Trayek.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat
¥ (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan,
penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dan
§ pemberian Izin tersebut.

1(3) Tatacara dan batasan jumlah pemberian izin trayek diatur dengan
! Peraturan Bupati

Bagian Keempat
- Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 28

Struktur dan besarnya tarif Izin trayek, ditetapkan sebagaimana terlampir
fdalam Lampiran IV Peraturan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
peraturan Daerah ini.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 29

.Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan dan pemberian izin
Yang ditetapkan oleh Bupati dalam wilayah Kabupaten Halmahera Utara
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BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 30

1) Masa Retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan
pelayanan, [asilitas dan/atau memperoleh manfaat.

2) Masa berlakunya Izin adalah sebagai berikut:

a. IMB berlaku selamanya sepanjang bangunan yang bersangkutan tidak
mengalami perubahan;

b.Izin Tempat Penjualan -Minuman Beralkohol berlaku selama 1 tahun
dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan Kkegiatan usaha
tersebut.

c. Izin Gangguan berlaku selama 2 tahun dan dapat dlperpanjang dengan
memperhatikan kegiatan usaha tersebut.

d.lzin Trayek berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang dengan
memperhatikan kegiatan usaha tersebut.

e. Izin insidentil berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan maksimal 14 hari.

Pasal 31

#Saat retribusi terutang adalah pada saat d1tetapkan SKRD atau dokumen
jlain yang dipersamakan.

BAB IX
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

<

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 32

§{1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
; (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa karcis, surat tanda bukti dan pembayaran (STBP)

Pasal 33

1 (1) Bupati menerbitkan SKRD untuk penetapan retribusi.
j {2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

oleh Bupati.
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Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

H Pasal 34

1) Pcmbayaran Retribusi dilakukan di Kas Umurn Daerah atau ditcmpuL 21
yang ditunjuk sesuai dengan yang ditentukan dengan menggunakan
SKRD atau dokumen lain yang‘ dipersamakan.

2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka

hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Umum Daerah

selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh

Bupati.

e Y T e G s b
Pt

Pasal 35

1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib
# retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu
tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

1(3) Bupati atau psjabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi
: untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu iung
ditentukan dengan alasan yar.- dapat dipertanggungjawabkan.

%(4} Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3} ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 36

(1) Setiap pembayaran retribusi akan diberikan tanda bukti pembayaran.
#(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

;Lv(3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran

~ ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 37

(1) Pengeluaran surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis
k¥ scbagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan
¥ segera setelah 7 (Tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. '
§ () Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal waktu surat
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus
[ membayar retribusinya yang terutang.
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gural leguran sebagaimanag dimaksud pada = v akeluarkan oleh

B
£ pcjabat yang ditunjuk.

Pasal 38

_ BAB X
PERINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 39

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan

perekonomian. _
i Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat {2}
B ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

# Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau
4 kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda 2% (dua
‘ persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang
i dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD; '

1

BAB XII1
KEBERATAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengajuan Keberatan

l_ Pasal 41

¥

(1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Bupati atau pe¢jabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan. _
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan

disertai alasan-alasan yang jelas.

-
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feberinan diajukan dalam jangke waktu paling lama 3 (liga) bulan scjak
ianggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat

' - menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dinenuhi karena
‘% - keadaan di luar kekuasaannya.
" Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan

{-.. wajib retribusi.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi
dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 42

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan
yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk
memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan
yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya
atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi vang
terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat
dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan
tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 43

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12
(dua belas) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 44

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi.

Pengurangan, keringanan dan pemtcbasan retribusi diberikan dengan
memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
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‘ata cara permohonan dan pexllbgr1d1] pengltlangall, kermupaneae e
:pcmbebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Poraturan Bupnti.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 4-5

\ tas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribust dapat mengajukan
‘permohonan pengembalian kepada Bupati.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak .
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
_sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

" Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah

k.~ dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan

pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
Apabila wajib retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang utang Retribus:
tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran Retr1bus1 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 {dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah
lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
pembayaran Retribusi.

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

] KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 46

3‘(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa

setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terutangnya Retribusi, kecuali jika  wajib retribusi melakukan tindak
pidana di bidang Retribusi.

j(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau

¥l
e Sy I e R, azvmwmmmm;m

AT AR M\“Um R R T R R R L T B SRS U e e N G L S S0, [ S L RN M&‘:"%"tﬁ"‘?‘al"‘ e

PERATURAN DAERAH KABUPATENHAL.MAHERA UTARA 2014 - 20




43

?

W)

i e e Il

i

ada pengakuan ulang retribusi dari wapih retribuse, baik langsung
maupun tidak langsung.

Dalam hal ditcrbitkan Sural Teguran scbagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya
" gurat Teguran tersebut.

pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud
" pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya
< menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya
kepada Pemerintah Daerah.

: _Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
'permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan
keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XVI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
Pasal 47

Piutang retribusi. yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi
kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PEMERIKSAAN

Pasal 48

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi

dilakukan oleh Bupati.

Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) melimpahkan kewenanganya

kepada Instansi dengan Tupoksinya sebagai pengelola pendapatan dan

pemeriksaan keuangan Daerah.

Wajib retribusi yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan
vang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan; dan/fatau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Tathury
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksuun Retribus) dievay
) dengan Peraturan Bupati.

 BAB XVIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 49

) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan
P °  insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

 Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati .

BAB XIX
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 50

'[1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala
sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib
Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan
ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimak-ud pada ayat {1) berlaku juga terhadap
tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) adalah :

a. Pejabat dan tenaga ahh yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli
dalam sidang pengadilan; dan

e et Y e Lo A S P g 0 I R g = TP
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b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk
memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi
Pemerintah yang berwenang melakukan periksaan dalam bidang
keuangan Jaerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis
% kepada .pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan,
memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Retribusi kepada
pihak yang ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana
atau perkara perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum
L Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin
' tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga
ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, untuk memberikan dan
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- memperithatkan bukti tertulis dan keterangan: Walih Rerribust vang ada

£y Permintaan  hakim  sebagaiman dimaksud pada  aval (O harus
“'menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang
P diminta, serta kaitan antara  perkara pidana atow perdnta vang
. persangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 51

negeri sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Penyidik melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
penyidik berwewenang:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya
tidak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan
melakukan pemeriksaan,;

c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

e. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana di bidang retribusi;

f. melakukan penggeledahan wuntuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;

: h. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggal-kan

ruangan atan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung

: dan memeriksa identitas orang, benda, danjatau dokumen yang
dibawa;

1. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;

J. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;
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menghentikan penyidikan; dan/atau

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

penvidik dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan
penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah
retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan
negara.

Pasal 53

#iTindak pidana bagi Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati
dyang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal
‘¥ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Ketentuan ini,
tdipidana sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XXII
KETENTUAN PEIALIHAN
Pasal 54

4 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

#a Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan;

b. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Tempat
Penjualan Minuman Beralkohol;

@ C Eeraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Trayek;
: an

# d. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Gangguan.

t Dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diatur dan tidak bertentangan
- dengan peraturan daerah ini.

-
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BAB XXIiI}
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

«
F‘-\ -

;wHal -hal yang belum diatur dalam Peraturan Dacran ini sepanjang mengenui
ekrllS pelaksanaannya akan diatur-lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
;- dan ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Dearah ini

£ diundangkan.

..‘"~‘*J::':f:ﬂ.z‘4i" zr.xmx&izv«‘mwm:

Pasal 56

“Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agal' setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
“ Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
l Halmahera Utara

g Ditetapkan di Tobelo
Pada Tanggal 4 Febpuari 2014
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Diundangkan di Tobelo
Pada fanggal 5 Februari 2614
R LARIS DAERAH .
UPAYEN HALMAHERA UTARA,
'-swsea_mm G V)
a-,/f
A
?ﬂs PP HEIY BABUA, M.Si
PEMBI/&A UTAMA MADYA
NIP.19630410199001015
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BAR XXIl1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

al _hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenal
E-teknls pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

d an ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Dearah ini

Pasal 56

f}ia,lmahera Utara

Ditetapkan di Tobelo
Pada Tanggal 4 Fervruvari 2914
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2014

iy

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

i} UMUM
¢k palam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan
meningkatkan daya saing daerah dalam penarikan arus investasi di Daerah,
maka perlu memberikan pelayanan perizinan tertentu secara cepat, tepat, dan
§ murah sesvai dengan ketentua~ peraturan perundang-undangan yang
ik berlaku. Di samping itu, peningkatan arus investasi dan daya saing daerah
. dapat ditempuh melalui upaya pemberian pelayanan perizinan, pemberian
4 insenuf dan fasilitas tertentu kepada orang pribadi atau Badan yang
1 memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

AL

Pemberian pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah
dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan
ruang, penggunaan sumber data alam, barang, prasarana, sarana, atau
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
- # kelestarian lingkungan.

.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk
menetapkan jenis dan melakukan pemungutan retribusi atas pemberian
pelayanan perizinan ter:>ntu tersebut sepanjang memenuhi kriteria yang
ditetapkan dalam U; dang-Undang.

Pemberian kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan pemungutan
| terhadap retribusi perizinan tertentu, diharapkan dapat meningkatkan
4 kemampuan untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka
i memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Adapun jenis retribusi
perizinan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tersebut adalah :

d. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

b.  Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
€. Retribusl Izin Gangguan; dan

d.

Retribusi Izin Trayek;




113

0)

Dalam rangka memberikan kepastian huicuing D Pemerintalh Dacral
- untuk melakukan pemungutan retribusi pum.m iertentu, maka [)l.'.l‘ll.!
& gihentuk Peraturan Daerah tentang Rerribe i*erizinan Tertenrua b
3§, gabupaten Halmahera Utara.

' PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas.

sal 2
Cukup jelas.

Ayat (1)
d  Cukup jelas.
i Avat(2)
P Cukup jelas.
Ayat (3}
Cukup jelas.
Ayat (4)
L = Luas lantai bangunan gedung
\Y Volume/besaran (dalam satuan m2, m, unit)
I Indeks
It = Indeks terintegrasi
Tk = Tingkat kerusakan
0,45 untuk tingkat kerusakan sedang 0,65 untuk tingkat kerusakan
berat
HSbg = Harga satuan retribusi bangunan gedung
HSpbg Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
1,00 Indeks pembangunan baru
Ayat (5)
; Cukup jelas.
jasal 9
1 Cukup jelas.
: Pasal 10
I Cukup jelas.
Pasal 11
_ Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
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3 '."H] 14 .
aAH Ccukup jelas.
il 15
- cukup jelas.
al; 16 )
&, Cukup jelas.
Sbasal 17 ]
Cukup jelas.
Wpasal 18
Zf <cukup jelas.
HPasal 19

Cukup jelas.
sal 24
Cukup jelas.

"m - dakaaw Iraaiareat e w Lo L'. °

#  Cukup jelas.
#Pasal 28
¥ Cukup jelas.

: Cukup jelas.
H#Pasal 31
4 Cukup jelas
#Pasal 32 _
Cukup jelas
Pasal 33
; Cukup jelas
“Pasal 34
{ Cukup jelas.
iffasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
| Cukup jelas.
{Pasal 37

et
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’i§ sal. 46
#f Cukup jelas
Jisal 47
¥ cukup jelas.
L1 48

. Cukup jelas.
sal 49

3. ~ Cukup jelas.
sal 50

¥

-

L 13

Culaup jelas.
sisal 54
Cukup jelas.

& Culkup jelas.
Asal 56
4 Cukup jelas.
asal 56
Cukup jelas.

= e i

B '
ibahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2014 Nomor )
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NOMOR 2 TAHUN 2014

AR FANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

ien Luas Lantai B
: L{grﬁsxe tai Bangunan

SPIRAN L. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

enghitung Retribusi IMB Berdasarkan Faktor Luas Lantai Bangunan, Jumlah
¢ Bangunan dan Kegiatan Pembangunan Diberikan Bobot (Koefisien)

Nu LUAS LANTAI BANGUNAN KOEFISIEN
1 |Bangunan dengan luas s/d 250 M? 1,00
“| 2 iBangunan dengan luas s/d 1.00Q M? 1,50
"I 3 |Bangunan dengan luas s/d 2.000 M? 2,00
| 4 |Bangunan dengan luas s/d 3.000 M? 2,50
¥ 5 |Bangunan dengan luas s/d > 4.000 M2 3,00
. Koefisien Tingkat Bangunan
NO LUAS BANGUNAN KOEFISIEN
1 |Bangunan 1 Lantai 1,00
2 |Bangunan 2 s.d 3 Lantai 1,50
3 |Bangunan 4 s.d 5 Lantai 2,00
4 |Bangundn 6 keatas 2,50
Koefisien Kegiatan
NO FUNGSI BANGUNAN KOEFISIEN
1 |Pembangunan baru bangunan gedung 3.00
2 |Rehabilitasi ‘renovasi bangunan gedung 2.00
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Penetapan Tarif Retribusi IMB berdasarkan Wilayah Kecamatan
a. Kec. Tobelo, Kec. Tobelo Tengah, Kec. Tobelo Utara
. Permanen Semi Permanen
No Fungsi Bangunan Rp / M2 Rp / M2
1. |Fungsi Hunian 5.000,- 4.000,-
2_ |Fungsi Keagamaan 0 0
3. |Fungsi Usaha 8.000,- 7.000,-
4. |[Fungsi Sosial dan Budaya 6.000,- 5.000,-
5. [Fungsi Ganda / Campuran . 13.000,- 12.000,-
6. |Fungsi Khusus 15.000,- 14.000.-
b. Kec. Tobelo Selatan, Kec. Galela
. Permanen Semi Permanen
N
o Fungsi Bangunan Rp / M? Rp / M?
1. |Fungsi Hunian 4.900,- 3.900,-
2. |Fungsi Keagamaan 0 0
3. |Pungsi Usaha 7.900,- 7.800,-
4. {Fungsi Sosial dan Budaya 5.500,- 4.800,-
S. |Fungsi Ganda / Campuran 12.500,- 11.500,-
6. [Fungsi Khusus 14.500,- 13.500,-
¢. Kec. Malifut, Kec. Kao
; Permanen Semi Permanen
No Fungsi Bangunan Rp / M? Rp / M?
1. |Fungsi Hunian B 4.800,- 3 200,-
2. [Fungsi Keagamaan 0 0
3. |Fungsi Usaha o 7.800,- 7.700,~
| 4. |Fungsi Sosial dan Budaya 5.400,- 4.500,-
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Fungsi Ganda / Campuran
FFungsi Khusus

1.2.400,-
14.400,-

11.400,-
13,400,

. Tobelo Barat, Kec. Tobelo Timur, Kec. Galela Selatan, Kec. Galela Barat

. Permanen Semi Permancn

Fungsi Bangunan Rp / M* Rp / M*

Fungsi Hunian 4.700,- 3.600,-
Fungsi Keagamaan T 0] 0

. {FungsiUsaha = = 7.700,- 7.600,-

_|Fungsi Sosial dan Budaya T 5.300,- 4.400,-

Fungsi Ganda / Campuran = I 12.300,- 11.300,-

Fungsi Khusus ] 14.300,- 13.300,-

Fungsi Bangunan Permanen Semi Permanen
i Rp / M* Rp / M? -~
Fungsi Hunian 4.600,- | 3.600,-
Fungsi Keagamaan b O O
FungsiUsasha ] 7.600,- | = 6.600,-
Fungsi Sosial dan Budaya __5.200,- _4.300,-
Fungsi Ganda / Campuran 12.200,- 11.200,-
Fungsi Khusus 14.200,- 13.200,-
Kec. Loloda Utara, Kec. Loloda Kepulauan
No Funesi Bangunan Permanen Semi Permanen
gst monen Rp / M Rp / M?
| L |Fungsi Hunian __ — | +300- . .3:500:
2. |Fungsi Keagamaan = .. 0 0
"3 |FungsiUsaha " o | 7.500,- | 7.400,
4. |Fungsi Sosial dan Budaya - 5.100,- - | . 4.200,-
5. |Fungsi Ganda / Campuran 12100, | 7111007
6. 14.100,- 13.100,-

Fungsi Khusus

Tarif Retribusi untuk Bangunan Rehabilitasi dan Darurat adalah sebagai berikut :

No Jenis Bangunan Tarif
1. |Bangunan Rehabilitasi /M? Rp 2.500
Bangunan Darurat /M2 Rp 3.500

Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung sebagai barikut :

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

oo WP

Pagar [/ M?

Talud [ M?

Drainase [ M?

Jalan / M?

Jembatan [/ M=

kolam /reservoir bawah tanah / M?

Tarif
Rp 5.000
Rp  10.000
Rp  10.000
Rp 5.000
Rp  50.000
Rp  10.000
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i AMPIRAN : II. PERATURAN DAERAH KABUPATER BALMAHERSA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2014
: RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

i ttur Dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Tempat ) Tarif / Tahun (Rp)

T;’;tel Berbintang

a j._Hotel berbintang Kelas 1 ‘ Rp. 3.000.000

* “Hotel berbintang Kelas 2 ' Rp. 3.500.000
"'Hotel berbintang Kelas 3 | Rp. 4.000.000

Rp. 4.500.000
Rp. 5.000.000
Rp. 2.000.000

: | | Rp. 4.000.000
‘l%d. Club Malam / Diskotik / Pup /Cafe /Restaurant Rp. 3.500.000

3
.2
“ile. Supermarket Rp. 3.000.000

e
"Jf Wisma ' Rp. 1.500.000
jig Rumah Makan / Kids Rp. 1.000.000
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(AMPIRAN  : [Il. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
- NOMOR 2 TAHUN 2014

¥ 4k CNTANG  : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Gangguan
Indeks Lokasi
Kategori Wilayah " Indeks
Kawasan Industri : 1
Kawasan Perdagangan 2
Kawasan Pariwisata 3
Kawasan Perumahan dan 4
Pemukiman
Tarif Retribusi
. Luas Tempat Usaha ' Tarif (Rp)
& [1. | 0M2 sampai dengan 25 M2 2500-/ M2
) # |2. |26 M2 sampai dengan 50 M _ 3700-/ M2
i ; 3. | 51 M2 sampai dengan 75 M2 5000-/M2
5 ,, 4. | 76 M2 sampai dengan 100 M2 7500-/ M2
= 3 |5 | 101 M2 keatas 10000-/ M2
g A UTARA,
4 HEENNAMOTEMO
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PIRAN : IV. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2014
: RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

URAIAN

JENIS

BESAR TARIF
{Rp)

HET

Izin Penyelenggaraan Angkutan
*|orang Dalam Trayek
-t |Trayek Angkutan Pedesaan
"'|(Daya Angkut 1 s/d 8 Orang)

- Mobil Penumpang 8 Sect

Rp 1350.000 |{Perkendaraan/
Pertahun

:| Izin Penyelenggaraan Angkutan
" |Orang Tidak Dalam Trayek
[a. Taxi

. 7:{b. Angkutan Kendaraan Tertentu

- Mobil Bus

- Mobil Penumpang

{9 s/d 16 Seat]

(17 s/d 25 Seat)

130.000 |Perkendaraan/
Pertahun

Rp 250.000 |Perkendaraan/
Pertahun
Rp 300.000 |Perkendaraan/
Pertahun

Izin Insidentil |

(1 s/d 8 Seat)] - Mobil Penumpang Rp 20.000 1x Perjalanan
(9 s/d 15 Seat) - Mobil Bus Rp 25.000

Kartu Pengawasan

{1 s/d 8 Seat) - Mobil Penumpang Rp.O

{9 s/d 15 Seat) - Mobil Bus Rp.0
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NOMOR 2 TAHUN 2014

. 1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Koefisien Lras Lantai Bangunan

ZE Menghitung Retribusi IMB Berdasarkan Falktor Luas Lantai Bangunan, Jumlah
;v . pangunan dan Kegiatan Pembangunan Diberikan Bobot (Koefisien)

NO LUAS LANTAI BANGUNAN KOEFISIEN
"1 |Bangunan dengan luas s/d 250 M~ 1,00
2 |Bangunan dengan luas s/d 1.000 M? 1,50
.| 3 |Bangunan dengan luas s/d 2.000 M? 2,00
.4 |Bangunan dengan luas s/d 3.000 Mz 2,50
| 5 |Bangunan dengan luas s/d > 4.000 M? 3,00
Koefisien Tingkat Bangunan
NO LUAS BANGUNAN KOEFISIEN
1 |Bangunan 1 Lantai 1,00
2 iBangunan 2 s.d 3 Lantai 1,50
3 {Bangunan 4 s.d 5 Lantai 2,00
4 |Bangunan 6 keatas 2,50
Koefisien Kegiatan
NO FUNGSI BANGUNAN KOEFISIEN
1 {Pernbangunan baru bangunan gedung 3,00
Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung 2,00
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
etapan Tarif Retribusi IMB berdasarkan Wilayah Kecamatan
Kec. Tobelo, Kec. Tobelo Tengah, Kec. Tobelo Utara
Permanen Semi Permanen
N .
o Fungsi Bangunan Rp / M? Rp / M?
1. |Fungsi Hunian 5.000,- 4.000,-
2. |Fungsi Keagamaan . 0 0
3. |Fungsi Usaha 8.000,- 7.000,-
4. |Fungsi Sosial dan Budaya 6.000,- 5.000,-
S. |Fungsi Ganda / Campuran 13.000,- 12.000,-
6. [Fungsi Khusus 15.000,- 14.000,-
Kec. Tobelo Selatan, Kec. Galela
Permanen Semi Permanen
N -
0 Fungsi Bangunan Rp / M2 Rp / M
1. |Fungsi Hunian 4.900,- 3.900,-
_2. |Fungsi Keagamaan 0 0
3. |Fungsi Usaha 7.900,- 7.800,-
4. {Fungsi Sosial dan Budaya 5.500,- 4.800,-
S._|Fungsi Ganda / Campuran | 12.500,- 11.500,-
6. |Fungsi Khusus 14.500,- 13.500,-
Kec., Malifut, Kec. Kao
. Permanen Semi Permanen
N
0 Fungsi Bangunan Rp / M2 Rp / M?
_1. |Fungsi Hunian 4.800,- 3.800,- n
2. |Fungsi Keagagmaan =~~~ ) 0 L
3. |FungsiUsaha .~~~ _..7.800,- 7.700,-
4. |Fungsi Sosial dan Budaya 5.400,- 4.500,-




_|Fungsi Ganda / Campuran 12.400,- 11.400.
- |rungsi Khusus 14.400,- 13.400.
2

- " kec. Tobelo Barat, Kec. Tobelo Timur, Kec. Galela Selatan, Kec. Galela Barat
7] ] Permanen Semi Permancn
o Fungsi Bangunan Rp / M Rp / M-
= 7. |Fungsi Hunian 4.700,- 3.600,-
9. |Fungsi Keagamaan ' 0 0
Fungsi Usaha 7.700,- 7.600.-
Fungsi Sosial dan Budaya 5.300,- 4.400,-
. |Fungsi Ganda / Campuran . 12.300,- 11.300,-
;. |Fungsi Khusus 14.300,- 13.300,-

Kec. Kao Teluk, Kec. Kao Utara, Kec. Kao Barat, Kec. Galela Utara
nee

“No Fungsi Bangunan Permanen Semi Permanen
Rp / M* Rp / M2
"1. |Fungsi Hunian — | 2600~ | 3.600,-
. | 2. |Fungsi Keagamaan e 0
§ 3. |Fungsi Usaba e 7600, | 6600,
t487" 1| 4. |Fungsi Sosial dan Budaya o l.__5.200,- ~4.300,-
}% - |5, |Fungsi Ganda / Campuran 12.200,- 11.200,-
%‘ }:. -| 6. [Fungsi Khusus 14.200,- 13.200,-
iej .  Kec. Loloda Utara, Kec. Loloda Kepulauan
] :;E ‘ No Fungsi Bangunan P;r:n/ar;:ﬁn Sem};li’e;'xrr\l;nen
48 | 1. |Fungsi Hunian L - o 4.500,- 3.500,-
9 | 2. [FunesiKeagamaan = 0 0
&¥ | 3. |Fungsi Usaha ~ o . 7.500,- 7.400.-
"-;g" 4, |Fungsi Sosial dan Budaya o 5100~ | 4.200,-
ak 5. |Fungsi Ganda / Campuran _12.100,- | 11.100,-
= 4 3 6. |Fungsi Khusus ' 14.100,- 13.100,-
B HE
i :"3 ig.  Tarif Retribusi untuk Bangunan Rehabilitasi dan Darurat adalah sebagai berikut :

»
Lot

| No Jenis Bangunan Tarif

s ‘;-: 1. [Bangunan Rehabilitasi fM? Rp 2.500
k 2. |Bangunan Darurat /M2 Rp 3.500
;h- Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung sebagai barilut :
3 -
;‘ No PRASARANA BANGUNAN GEDUNG Tarif
3 1. {Pagar / M? Rp 5.000
2. |Talud / M2 Rp 10.000
¢ 3. |Drainase [ M? Rp 10.000
4. |Jalan [ M2 Rp 5.000
H 5. |Jembatan / M2 Rp 50.000
i . 6. |kolam /reservoir bawah tanah / M . Rp 10.000
H
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ENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

krtur Dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

) Tempat B Tarif / Tahun (Rp)
;{;)tel Berbintang

ke Rp. 3.000.000
i Rp. 3.500.000
Rp. 4.000.000
Rp. 4.500.000
| 1{ " Hotel berbintang Kelas 5 Rp. 5.000.000
4{p: ‘Toko / Pengecer Rp. 2.000.000
ﬁar Rp. 4.000.000
d#fd;-Club Malam / Diskotik / Pup /Cafe /Restaurant : Rp.. 3.500.000
Ils. Supermarket | Rp. 3.000.000
éf Wisma Rp.-1.500.000
;ig Rumah Makan / Kios Rp. 1.000.000
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Sl AMPIRAN  : IIl. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
iE NOMOR 2 TAHUN 2014
SETENTANG  : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Gangguan

Indeks Lokasi

N Kafegori Wilayah Indeks
Kawasan Industri 1
o Kawasan Perdagangan 2
:‘é 13. | Kawasan Pariwisata 3
g; 4 Kawasan Perumahan dan a
s Pemukiman
i} b. Tarif Retribusi
{ NO Luas Tempat Usaha 7 Tarif (Rp) I
1. |0 M2 sampai dengan 25 M2 2500-/ M2
? 2. |26 M2 sampai dengan 50 M L700-/ M2
: 3. |51 M2 sampai dengan 75 M2 5000-/ M2
4. | 76 M2 sampai dengan 100 M2 7500-/ M2
5. | 101 M2 keatas ' 10000-/ M2

iy R o R S A VR G R T N T et

R

Tt




L e e e e e e -t Yk ey = g G e R

e Ml w3 s b Aot et U i

o

TR TRy L et g Kot st wa e e g o R

F e,

e -
R R R A TR

A
.

¥

T R PR o e BT

ody stig [1Q0)N - Geas ST P/s 6l &
0-dy Fuedwmuag [1qoW - freasgg p/s 1)
wesemegduad mIey|
weueeliag x| | 000°ST dy sng [IQ0N - hesg 61 p/s 6l) §
: 00006z  d¥ Suedwmuad [1qON - eag g p/s 1)
[QuapIsu] Uz
unyeLd
/ueeiepusiiad] 00000 dA reag sz p/s LT
unyelrad
/ueerepusiiag| 000°05z  dd fresg 91 p/s 6) 3
sng [Iqon - MualIay, urerepus) UEIT{BUY 9| igh»
unyead ,
Jueerepuasaad| 0oo0st  dy Juedwnuad IQOW - el
Nadeig weredd HepLlL ﬂue.lo J
uzinBuy ueeredduaR udd ugl
(Buel( g p/s 1 1wjduy BAF
ueesapad ueimBuy }{953"1' 1
" unyeuad yafeay, urejed SueiQ i
Jueerepuaniad| oo oer dy 1994 ¢ Buedwnuad QoK - ueynyBuy ueeredduaaAudd gz 5
W)
LIH AV AVSHH SING( - NVIVdN ..

Aodel] Uizl 1SNqII39Y J1Iv], eiuiesag U¥

NLNAIAAL NVNIZIIEd ISNGrILAA *
+T10Z NNHVL Z JOWON

VHVIN VHEHVINIVH NALVINgYH HVIIvVA NvanLvaad "ol -

).



